PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
11 Tahun 2015, namun dalam perkembangan terdapat
asumsi Kebijakan Umum APBD yang mengakibatkan
keadaan terjadinya pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan atas

APBD Tahun Anggaran 2016;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016;
Mengingat: ...



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang- ...



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

13. Undang-Undang ...



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3358);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan ...



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan ...



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 153);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);
35. Peraturan ...



35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 681);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

40. Peraturan ...



40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 589);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2015
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91/M-
Dag/PER/12/2014 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan

Tahun Anggaran 2015;

47. Peraturan ...



47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015
tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran
2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016
tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi
Umum Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri A);

Keputusan Gubernur Jawa Nomor 976/Kep.944-Keu/2006
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 976/Kep.1458-Keu/2015 tentang Perkiraan Alokasi
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 07) ;

54. Peraturan ...
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54. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Menetapkan

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal I
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 semula berjumlah Rp. 7.214.820.553.022,00
bertambah sebesar Rp. 419.356.571.378,00 sehingga
menjadi Rp. 7.634.177.124.400,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 6.355.754.514.638,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. _284.281.719.124,00
Jumlah Pendapatan Rp. 6.640.036.233.762,00

setelah Perubahan

2. Belanja ...
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2. Belanja

a. Semula Rp. 7.214.820.553.022,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. _ 139.385.232.378,00
Jumlah Belanja Rp. 7.354.205.785.400,00
setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit) Rp. (714.169.551.638,00)

setelah Perubahan
3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 859.066.038.384,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 135.074.852.254,00
Jumlah Penerimaan Rp. 994.140.890.638,00

setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. _279.971.339.000,00
Jumlah Pengeluaran Rp. 279.971.339.000,00
setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan neto Rp. 714.169.551.638,00

setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan

Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 2.751.416.770.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.988.133.364,00
Jumlah PAD Rp. 2.767.404.903.364,00

setelah Perubahan
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 2.802.754.414.240,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (16.813.278.240,00)
Jumlah Dana PerimbanganRp. 2.785.941.136.000,00

setelah Perubahan

c. Lain-lain ...
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 801.583.330.398,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. _ 285.106.864.000,00
Jumlah Lain-lain Rp. 1.086.690.194.398,00

Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 2.186.416.770.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pajak Daerah Rp. 2.186.416.770.000,00

setelah Perubahan
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 203.756.058.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.014.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Rp. 204.770.058.000,00

setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 20.000.000.000,00

Kekayaan Daerah

setelah Perubahan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 341.243.942.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.974.133.364,00
Jumlah Lain-lain Rp. 356.218.075.364,00

Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp. 291.171.316.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 51.149.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Rp. 291.222.465.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.672.456.589.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Rp. 1.672.456.589.000,00

Umum setelah Perubahan

c. Dana ...
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c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 839.126.509.240,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (16.864.427.240,00)
Jumlah Dana Alokasi Rp. 822.262.082.000,00

Khusus setelah Perubahan
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah
1) Semula Rp. 15.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 254.730.302.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah  Rp. 270.230.302.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula Rp. 744.980.302.398,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Rp. 744.980.302.398,00

Pajak setelah Perubahan
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 41.103.028.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.376.562.000,00
Jumlah Bantuan Rp. 71.479.590.000,00

Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah

Lainnya setelah Perubahan

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 2.901.243.729.732,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (9.185.641.903,00)
Jumlah Belanja Tidak Rp. 2.892.058.087.829,00

Langsung setelah Perubahan

b. Belanja ...
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b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 4.313.576.823.290,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 148.570.874.281,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 4.462.147.697.571,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 2.604.092.443.310,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.500.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Rp. 2.620.592.443.310,00
setelah Perubahan
b. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 130.336.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi  Rp. 130.336.000.000,00
setelah Perubahan
c. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 138.558.717.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Hibah Rp. 138.558.717.000,00

setelah Perubahan

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Rp. 1.000.000.000,00

Keuangan setelah Perubahan

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 27.256.569.422,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (25.685.641.903,00)
Jumlah Belanja Tidak Rp. 1.570.927.519,00

Terduga setelah Perubahan
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 281.111.023.713,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. PM
Jumlah Belanja Pegawai  Rp. PM

setelah Perubahan

Pasal ...
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b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 1.986.747.668.886,83
2) Bertambah/(berkurang) Rp. PM
Jumlah Belanja dan Jasa Rp. PM

setelah Perubahan

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 2.045.718.130.691,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. PM
Jumlah Belanja Modal Rp. PM

setelah Perubahan

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 859.066.038.384,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 135.074.852.254,00
Jumlah Penerimaan Rp. 994.140.890.638,00

setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 279.971.339.000,00
Jumlah Pengeluaran Rp. 279.971.339.000,00

setelah Perubahan
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp. 859.066.038.384,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 135.074.852.254,00
Jumlah SiLPA Tahun Rp. 994.140.890.638,00

Anggaran Sebelumnya
setelah Perubahan
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pembiayaan:
Penyertaan Modal
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 279.971.339.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Rp. 279.971.339.000,00

setelah Perubahan

Pasal ...
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5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
ini; dan

Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

Walikota Bandung menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2016 sebagai landasan  operasional

pelaksanaan.

Pasal ...
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Nopember 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.
YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(10/301/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

/KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

-

H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027
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